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BAB III 

GAMBARAN UMUM SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN 

DATA PEMBERITAAN PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLISI WANITA 

 

3.1. Surat Kabar Harian Republika 

3.1.1. Latar Belakang Berdiri 

Republika terbit pertama pada 4 Januari 1993, hadir dengan latar 

belakang sosial politik, saat politik Islam yang diwakili Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkiprah dalam dunia politik. 

Organisasi tersebut memberi inspirasi dan mempercepat pendirian 

Republika. Kelahiran Republika berawal saat ICMI menyelenggarakan 

seminar pers Islam pada tanggal 28 September 1991. Seminar tersebut 

merekomendasikan munculnya media Islam yang cukup kuat baik dari 

segi pengaruh sosial politik maupun aspek bisnis agar mengatasi 

ketimpangan pers Islam sebelumnya (Kasman, 2010: 168). 

Harian Republika hadir dalam konteks keprihatinan para tokoh 

Islam yang melihat belum satupun media atau pers Islam berpengaruh 

secara signifikan di kehidupan pers nasional. Kelahiran Republika saat 

itu didorong untuk memperjuangkan aspirasi santri di pentas nasional. 

Umat Islam mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnis, karier 

dalam birokrasi dan militer, serta dalam politik. Terdapat penyingkiran 

terhadap politisi, birokrat, dan pengusaha berlatar santri, akibatnya 
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umat Islam mengalami banyak ketertinggalan dalam berbagai hal 

(Nasihin Masha, diakses 3 Maret 2014). 

Surat kabar Republika mencoba menampilkan Islam secara 

subtantif dalam sajian isi. Islam yang ditampilkan adalah Islam 

kosmopolitan, tujuannya agar tetap profesional dalam pemberitaan 

tanpa meninggalkan misi keislaman. Republika menjadi puncak dari 

berbagai upaya yang telah ditempuh komunitas Muslim, dipimpin oleh 

mantan wartawan Majalah Tempo, Zaim Uchrowi. Nama Republika 

sendiri merupakan ide dari Presiden Soeharto, saat beberapa pengurus 

ICMI menghadap dalam rangka peluncuran harian Republika, 

sebelumnya bernama Republik. Pengelolaan dan pengawasan 

Republika di bawah PT Abdi Bangsa, sebagai badan usaha dengan Prof. 

Dr. Ing. BJ Habibie sebagai pembina (Kasman, 2010: 169-177). 

Pada akhir tahun 2000, Mahaka Media memiliki mayoritas 

saham koran Republika. PT Abdi Bangsa selanjutnya manjadi 

perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT 

Republika Media Mandiri (Wikipedia, diakses 9 Desember 2013). 

Mahaka Media merupakan bagian dari perusahaan Mahaka Group yang 

didirikan Erick Thohir bersama Wisnu Wardhana dan R. Harry 

Zulnardy. Perpindahan kepemilikan dari PT Abdi Bangsa ke Mahaka 

Media disebabkan beberapa faktor politik, seperti turunnya Habibie 

sebagai Presiden dan meredupnya kiprah politik ICMI selaku pemegang 

kuasa. Surat Kabar Republika di bawah bendera Mahaka Media 
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menjadi satu keluarga dengan majalah Golf Digest Indonesia, Majalah 

Parents Indonesia, stasiun Radio Jak FM, radio Gen FM, Female Radio, 

Prambos, Jak TV dan Alif TV (Anneahira, diakses 11 November 2013). 

Republika menggunakan sistem cetak jarak jauh sejak Mei 1997 

untuk menjangkau pembaca secara luas di tingkat nasional. Sistem 

tersebut guna mendukung program koran daerah, berisi berita tentang 

daerah tertentu. Republika juga melaksanakan program barter dengan 

media lain baik cetak maupun elektronik untuk mendongkrak 

pemasaran (Hamad, 2004: 123). Perkembangan teknologi membuat 

Republika tidak hanya hadir dalam edisi cetak, tetapi juga epaper atau 

koran berformat digital yang bisa dibaca dan diunduh melalui layar 

gadget. Terobosan tersebut menambah kualitas produk Republika bagi 

pembaca. 

Republika tidak hanya terfokus pada kegiatan profit, tetapi juga 

mempunyai program sosial berupa Dompet Dhuafa Republika untuk 

membantu masyarakat yang kurang berkecukupan. Program lain yaitu 

kegiatan peduli kemanusiaan, sebagai wujud kepedulian akan bencana 

yang dialami masyarakat Indonesia. Republika juga mempunyai 

kegiatan keislaman, seperti tabligh akbar dan dzikir nasional. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan guna menjalin kedekatan antara Republika 

dengan pemaca (Republika, edisi 28 Januari 2014). 

Kekuatan Surat Kabar Republika tampak pada jajaran staf 

redaksi dan menajemennya. Republika memiliki hubungan dengan 
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sejumlah orang yang menonjol pada masa orde baru. Terdapat nama 

Wardiman Joyonegoro dalam Dewan Komisaris Republika yang 

mengawasi perusahaan induk PT Abdi Bangsa. Wardiman menjabat 

sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet sejak Maret 

1993. Wardiman merupakan pendukung kuat ICMI dan anak asuh 

Habibie. Pemimpin redaksi (pimred) Republika pada awal berdiri 

dijabat oleh Parni Hadi, mantan koresponden senior Antara. Parni Hadi 

bekerja dengan sederet jurnalis profesional, seperti Nasir Tamara yang 

sempat bergabung di Tempo, Sinar Harapan, dan Warta Ekonomi; dan 

Sinansari Ecip, mantan koresponden Tempo. Staf redaksi Republika 

diisi oleh aktivis-aktivis inti dan anggota ICMI (Hill, 2011: 156-157). 

Pada saat ini, pimred atau penanggung jawab isi berita Surat 

Kabar Republika dijabat oleh Nasihin Masha, dengan Arys Hamam 

Nugraha sebagai wakil. Pimred bertanggung jawab terhadap semua isi 

surat kabar, baik dari penentuan liputan, topik, fokus pemberitaan, 

pemilihan berita utama hingga mengenai kelayakan produk tersebut. 

Tugas lain pimred adalah bertanggung jawab jika terdapat pihak yang 

merasa dirugikan terhadap isi berita. Pimred dibantu oleh redaktur 

pelaksana (redpel) dalam menjalankan tugasnya. Redpel koran 

Republika dijabat oleh Irfan Junaidi, berkedudukan sebagai penanggung 

jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, mengedit naskah, 

foto para redaktur, dan mewakili pimred jika berhalangan. 
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Pengelola Republika berusaha menyajikan informasi 

komprehensif dengan slogan Ispirasi Untuk Perubahan, guna 

mewujudkan visi dan misinya. Republika hadir sebagai pelopor 

pembaruan media massa Indonesia, dengan memberi warna baru pada 

desain, gaya pengaturan, dan sudut pandang surat kabar. Selain itu 

Republika menjadi pelopor lahirnya portal berita pertama di Indonesia, 

yakni Republika online. Republika online hadir dalam bentuk portal 

berita yang menyajikan informasi secara teks, audio dan video. 

Lahirnya Republika online diharapkan dapat mempermudah memenuhi 

kebutuhan pembaca untuk mengakses informasi secara cepat dan 

praktis (Republika, edisi 28 Januari 2014). 

3.1.2. Visi dan Misi 

Republika berusaha menjadi koran yang tidak hanya profit tetapi 

mengedepankan visi jelas untuk mempercepat terbentuknya masyarakat 

madani. Visi tersebut antara lain, pertama, menegakkan amar ma’ruf 

nahi munkar. Kedua, membela, melindungi, dan melayani kepentingan 

umat. Ketiga, mengkritisi tanpa menyakiti. Keempat, mencerdaskan, 

mendidik, dan mencerahkan. Kelima, berwawasan kebangsaan. 

Visi tersebut tertuang dalam misi Republika yang terbagi menjadi 

lima aspek berikut: 

a. Aspek politik, meliputi mengembangkan demokrasi; optimalisasi 

peran lembaga-lembaga negara; mendorong partisipasi politik semua 

lapisan masyarakat; mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam 
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politik; penghargaan terhadap hak-hak sipil; mendorong 

terbentuknya pemerintahan yang bersih. 

b. Aspek ekonomi, meliputi mendukung keterbukaan dan demokrasi 

ekonomi; mempromosikan profesionalisme; berpihak pada 

kepentingan ekonomi domestik dan pengaruh global; pemerataan 

sumber daya ekonomi; mempromosikan etika dan moral dalam 

berbisnis; mengembangkan ekonomi syariah;  berpihak pada usaha 

mengengah, kecil, mikro dan koperasi. 

c. Aspek budaya, meliputi kritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk 

ekspersi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat; 

mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, 

mencerdaskan, menghaluskan perasaan dan mempertajam kepekaan 

nurani; menolak bentuk-bentuk kebudayaan/kesenian yang merusak 

moral, akidah dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan; serta menolak 

pornografi dan pornoaksi. 

d. Aspek agama, meliputi mensyiarkan Islam; mempromosikan 

semangat toleransi; mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam 

segala bidang kehidupan; membela, melindungi dan melayani 

kepentingan umat. 

e. Aspek hukum, meliputi mendorong terwujudnya masyarakat sadar 

hukum; menjunjung tinggi supremasi hukum; mengembangkan 

mekanisme checks and balances pemerintah-masyarakat menjunjung 
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tinggi HAM; mendorong pemberantasan KKN secara tuntas 

(Kasman, 2010: 179-180). 

Visi dan misi Republika lebih berorientasi pada keislaman, sesuai 

ideologi yang dimiliki. Republika menjadikan visi dan misi tersebut 

sebagai landasan redaksi dalam menjalankan setiap kegiatan, dengan 

tujuan menyuguhkan surat kabar sesuai kebutuhan dan kepentingan 

pembaca. 

3.1.3. Segmentasi dan Karakteristik Isi 

Menurut Wakil Komisaris Utama Republika, Erick Tohir (dalam 

Kasman), Republika adalah koran komunitas Islam. Ciri khas tersebut 

menjadikan pasar Republika lebih segmentatif. Republika berusaha agar 

produknya tidak hanya ditujukan untuk mendukung partai politik atau 

orang saleh, tetapi untuk orang-orang yang belum mantap imannya dan 

segan dengan seruan moralistik. Kehadiran Republika bukan hanya 

menjadi saluran bagi aspirasi umat Islam, melainkan mendorong 

tumbuhnya pluralisme informasi di masyarakat. 

Republika memberikan informasi komprehensif bagi segmen 

pembaca dengan strategi pengembangan produk, yaitu berusaha 

menyajikan berita umum dan nuansa keislaman secara lengkap serta 

seimbang. Dari segi prospek dan potensi pembaca, pelanggan harian 

Republika telah menyebar ke seluruh tanah air. Sebagian besar 

pelanggan tersebut adalah umat Islam, dengan motivasi berlangganan 

untuk menyalurkan aspirasi keagamaan (Kasman, 2010: 170-175). 
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Pembaca Republika meliputi laki-laki dan perempuan berusia mulai 15 

tahun ke atas. Berlatar belakang profesi berbeda, dari pegawai swasta, 

pegawai negeri sipil, dosen atau guru, wiraswasta, ibu rumah tangga, 

hingga pelajar (Republika online, diakses 9 Desember 2013). 

Republika memiliki perbedaan dengan surat kabar lain, 

misalnya dalam pengemasan, pendalaman, dan penyajian. Republika 

cenderung menyajikan berita secara atraktif, jelas, dan tuntas, sehingga 

tidak memerlukan banyak energi untuk memahaminya. Bahasa dan 

gaya penuturan bersifat populer, renyah, dan tidak kaku, tanpa 

mengabaikan kaidah bahasa Indonesia. Pada bagian desain dan 

visualisasi, Republika menonjolkan unsur grafis yang informatif berupa 

gambar, foto, dan tabel, terdapat pula eksplorasi warna dalam penyajian 

berita. Ciri tersebut menjadi kekuatan Surat Kabar Republika untuk 

menarik pembaca (Darmanto, 2005: 53). 

Republika menyediakan berbagai rubrik yang mewakili berbagai 

usia guna memenuhi kebutuhan pembaca. Seperti rubrik Gen: I berisi 

komunitas, musik dan film, rubrik Leasure yaitu suplemen Republika 

tentang tren gaya hidup, tips yang bisa dinikmati segala usia. Terdapat 

pula rubrik Islam Digest, hadir setiap hari Ahad berisi informasi yang 

dikemas untuk menambah wawasan dan pengetahuan sejarah peradaban 

Islam, selain itu terdapat hiburan cerpen dan kisah Muslim. Republika 

memiliki kolom bercirikan keislaman, yaitu kolom Hikmah berupa 

kolom tentang persoalan terhangat yang mengaitkannya dengan 
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pelajaran agama, disertai ayat Al quran dan Hadits. Terdapat pula 

Dialog Jumat hadir setiap hari Jumat, berisi rubrik fatwa, uswah, 

tuntunan dan lainnya. Rubrik-rubrik tersebut mencerminkan citra 

Republika sebagai surat kabar dengan ideologi keislaman. 

Republika memiliki ciri khas yang menonjol dari segi 

pemberitaan. Republika lebih konsen mengangkat permasalahan 

keislaman dalam penyajian berita, hal tersebut dikarenakan segmen 

pembaca Republika adalah umat Muslim. Salah satu contoh berita yang 

disajikan mengenai permasalahan penggunaan jilbab bagi polisi wanita. 

Surat kabar Republika menyajikan berita bertema tersebut secara 

berkelanjutan, dalam jangka waktu cukup lama. Dimulai dari 

permintaan izin berjilbab, perizinan jilbab secara lisan oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia, hingga penundaan pelaksanaan 

penggunaan jilbab bagi polisi wanita. 

3.2. Substansi Berita 

Berita bertema penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) muncul 

secara rutin serta mendapat tanggapan secara serius oleh berbagai kalangan, 

mulai awal Juni 2013 di Surat Kabar Harian Republika. Pada bulan tersebut 

terdapat banyak berita mengenai keinginan polwan menggunakan jilbab yang 

tidak didukung oleh peraturan seragam dinas polwan. Surat Keputusan (SK) 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No Pol: Skep/702/IX/2005 

tidak menjelaskan adanya seragam jilbab untuk polwan. Jilbab tidak termasuk 

dalam Standard Operating Procedure (SOP) seragam yang harus dipakai 
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polwan, dan terdapat sanksi bila melanggar SK tersebut (Suryaningsih, edisi 5 

Juni 2013). 

Menggunakan jilbab adalah hak asasi manusia dan salah satu cara 

melaksanakan perintah Allah utuk menutup aurat, sehingga banyak pihak 

yang menyayangkan kebijakan tersebut. Berbagai kalangan narasumber berita 

ikut menaggapi hal tersebut, baik dari institusi kepolisian, lembaga 

keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga angota Dewan Perwakilan 

Rakyat. Permintaan izin polwan berjilbab sudah muncul pertengahan 2012, 

tetapi baru mendapat respon secara serius setahun kemudian. Terdapat 

desakan dari berbagai pihak untuk meninjau surat keputusan seragam dinas 

polwan, tujuannya agar memperbolehkan penggunaan jilbab saat bertugas. 

Pada tanggal 20 November 2013, perjuangan polwan dan berbagai 

pihak agar memperoleh izin berjilbab mendapat titik terang. Kapolri Jenderal 

Sutarman memberi izin secara lisan penggunaan jilbab bagi polwan, 

kebijakan tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Perizinan 

tersebut memiliki persyaratan, yaitu polwan harus membeli jilbab sendiri 

karena polri belum menganggarkan penyediaan seragam jilbab. Model dan 

warna jilbab juga harus sama dengan polwan di Aceh. Polwan Aceh sudah 

diizinkan berjilbab sejak tahun 2004, sehingga dapat menjadi contoh polwan 

di luar daerah tersebut. Perasaan gembira polwan tidak bertahan lama, pada 

tanggal 28 November 2013, terbit telegram rahasia yang ditanda tangani oleh 

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno. 
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Telegram rahasia tersebut berisi penundaan penggunaan jilbab bagi 

polwan, karena pada pelaksaannya polwan menggunakan jilbab dengan warna 

dan model tidak seragam. Selain itu belum terdapatnya anggaran pengadaan 

seragam jilbab bagi polwan menjadi alasan penundaan. Polwan harus 

menunggu peraturan resmi yang menjamin jilbab dapat digunakan saat 

bertugas. Kebijakan tersebut terkesan mendadak dan ganjil, karena dalam 

kurun waktu satu minggu kapolri mengganti keputusannya, setelah sempat 

mengijinkan secara lisan. 

Melalui kronologi tersebut, penulis mengambil sampel masing-masing 

dua berita untuk dianalisis pada bab selanjutnya. Substansi dibagi menjadi 

tiga bagian, di antaranya ketika belum mengizinkan, saat mengizinkan, dan 

menunda penggunaan jilbab bagi polisi wanita. 

Tabel 3.1. Substansi Berita Untuk Dianalisis 

No Substansi Judul Berita Edisi Halaman 

1. 
Belum 

Mengizinkan 

Polwan Minta Izin 
Berjilbab 

5 Juni 2013 26 

Pimpinan Polri tak 
Berhak Larang 

Polwan Berjilbab 
16 Juni 2013 2 

2. Mengizinkan 

Mulai Hari Ini Polwan 
Bebas Kenakan Jilbab 

20 November 
2013 

1 

Kapolri Janji 
Terbitkan Perkap 

Jilbab 

21 November 
2013 

1 

3. Menunda 
Jilbab Polwan Ditunda 

30 November 
2013 

1 

Kapolri Harus Revisi 
Telegram Jilbab 

2 Desember 
2013 

2 
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3.2.1. Substansi Berita Belum Mengizinkan Penggunaan Jilbab 

1. Berita tanggal 5 Juni berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab 

Berita terletak pada rubrik khazanah halaman 26, angle atau 

sudut pandang berita yang dipilih adalah jilbab tak mengganggu tugas 

polwan. Isi berita mengenai aduan beberapa polisi wanita kepada 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ustaz, tentang keinginannya 

memakai jilbab saat bertugas yang terbentur dengan aturan seragam 

dinas dari polri. 

Terdapat Surat Keputusan (SK) Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (Kapolri) No Pol: Skep/702/IX/2005, di dalamnya, jilbab 

tidak termasuk dalam Standard Operating Procedure (SOP), jika tetap 

memakainya akan mendapat sanksi. Banyak pihak yang menanggapi 

persoalan tersebut, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen. Menurutnya alasan pelarangan 

penggunaan jilbab bagi polwan bertolak belakang dengan Undang-

Undang 1945 yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah sesuai 

ajarannya, dan syariat Islam mewajibkan wanita menutup aurat. Pada 

akhir berita, muncul pendapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera, Zainuddin, yang berjanji 

menindaklanjuti keluhan polwan tersebut. 

Kutipan pendapat narasumber terkait permasalahan tersebut 

lebih terfokus pada pihak yang menyayangkan peraturan tersebut, di 

antaranya berasal dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI yang paham 
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permasalah jilbab, Polwan selaku orang yang meminta izin berjilbab, 

Ustaz sebagai ahli agama, dan anggota DPR dari Partai Keadilan 

Sejahtera salah satu perwakilan untuk menampung dan menindak 

lanjuti aspirasi masyarakat. 

Berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab, merupakan tindak 

lanjut dari pengaduan salah seorang polwan yang tidak diizinkan 

berjilbab saat bertugas. Permasalahan tersebut sudah lama muncul, 

tetapi baru mendapat tanggapan serius oleh berbagai pihak yang 

memperdulikan. Berbeda halnya dengan polwan di Aceh, yang telah 

sudah diperbolehkan berjilbab, karena menutup aurat dengan jilbab 

merupakan peraturan daerah yang wajib dipatuhi seluruh wanita Aceh. 

Berikut teks berita berjudul Polwan Minta Izin Berjilbab: 
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2. Berita tanggal 16 Juni 2013 berjudul Pimpinan Polri tak Berhak 

Larang Polwan Berjilbab. 

Berita terletak pada rubrik nasional halaman dua, dengan sudut 

pandang jilbab bisa menyesuaikan ke pola pakaian dinas. Banyak 

ditampilkan pendapat narasumber mengkritik Surat Keputusan 

Kapolri mengenai tidak termasuknya jilbab dalam seragam dinas, 

banyak ditampilkan pada berita. Narasumber berita berasal dari Wakil 

Sekretaris Jenderal MUI dan Presidium Indonesia Police Watch 

(IPW), yang menjadi filter sekaligus mengakomodasikan berbagai 

pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan yang 

dilakukan lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI). 

Isi berita mengenai sikap MUI yang menegaskan syariat Islam 

mewajibkan semua wanita Muslim untuk menutup aurat, salah 

satunya dengan menggunakan jilbab. Melalui Wakil Sekretaris 

Jenderal MUI Amir Syah, menegaskan kembali bahwa Polri tidak 

berhak melarang polwan berjilbab atas dasar syariat Islam tersebut. 

Amir meminta peninjauan kembali surat keputusan kapolri yang tidak 

memasukkan jilbab ke dalam seragam dinas polwan. Menurutnya, 

seragam jilbab yang nantinya dipakai oleh polwan tidak harus terlalu 

longgar, tetapi tetap menutupi aurat. 

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane 

menyayangkan pernyataan Wakil Kepalal Polri Komjen Nanan 

Sukarna, yang memberikan pilihan bagi polwan berjilbab agar 
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meninggalkan statusnya sebagai polisi. Menurut Neta, jilbab memiliki 

manfaat besar bagi polwan untuk menghindari tindak pelecehan 

seksual oleh sesama anggota polisi, karena berpakaian cenderung 

ketat. Neta juga menegaskan jilbab tidak menganggu kinerja polwan, 

contohnya pada polwan di Aceh dan berbagai negara yang sudah 

diperbolehkan berjilbab. Berikut naskah berita berjudul Pimpinan 

Polri tak Berhak Larang Polwan Berjilbab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Substansi Berita Mengizinkan Penggunaan Jilbab 

1. Berita tanggal 20 November 2013 berjudul Mulai Hari Ini Polwan 

Bebas Kenakan Jilbab. 

Berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab 

menjadi headline di halaman pertama Republika. Kutipan narasumber 
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yang ditampilkan mendukung kebijakan Sutarman, di antaranya dari 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lembaga 

kepolisian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung 

jawab kepadanya,  dan Anggota Komisi III DPR, bekerja dalam ruang 

lingkup hukum, HAM, dan keamanan Indonesia. 

Berita berisi pemberian izin secara lisan oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sutarman kepada polwan 

untuk memakai jilbab, mulai tanggal 20 November 2013. Sutarman 

mempersilakan polwan berjilbab tanpa perlu menunggu keluarnya 

peraturan kapolri (perkap), karena menurutnya jilbab merupakan hak 

asasi manusia. Syaratnya, model dan warna harus sama dengan jilbab 

polwan di Aceh. Selain itu polwan harus membeli sendiri jilbab, 

karena polri belum menganggarkan dana penyediaan jilbab. Perizinan 

disertai dukungan dari anggota komisi III DPR Ahmad Yani, yang 

sedang menyiapkan anggaran pengadaan jilbab. Yani mendukung 

sikap Sutarman yang mengizinkan polwan berjilbab. 

Pendapat senada disampaikan Kompolnas Hamidah 

Abdurrahman, yang menilai kebijakan Sutarman sebagai langkah tepat 

dan dapat menenagkan polwan, namun Hamidah mengharap segera 

ada peraturan untuk menjamin penggunaan jilbab. Berikut naskah 

berita berjudul Mulai Hari Ini Polwan Bebas Kenakan Jilbab: 
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2. Berita tanggal 21 November 2013 berjudul Kapolri Janji 

Terbitkan Perkap Jilbab. 

Berita kelanjutan pemberian izin memakai jilbab bagi kembali 

menjadi headline di halaman pertama. Angle berita berupa penantian 

keluarnya Peraturan Kapolri (Perkap) untuk memperkuat peraturan 

seragam jilbab. Kutipan narasumber kebanyakan menanggapi positif 

kebijkakan perizinan jilbab dan mengharapkan tindak lanjut yang 

disiapkan untuk menujang peraturan tersebut. Narasumber berita 

berasal dari Kapolri, Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana, 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian 

Daerah (Polda) Jawa Timur dan Metro Jaya, serta polwan. 

Isi berita mengenai janji Kapolri Jenderal Sutarman 

mengeluarkan peraturan kapolri (perkap) untuk memperkuat aturan 

perizinan berjilbab. Menurutnya, penerbitan perkap memerlukan 

waktu agar matang dan paten. Polwan dapat leluasa menggunakan 

jilbab saat bertugas meski perkap belum terbit. Polri telah membuat 
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sejumlah desain dan warna jilbab yang nantinya digunakan polwan. 

Dana pengadaan jilbab juga telah diajukan ke Komisi III DPR. 

Perizinan penggunaan jilbab mendapat sambutan positif dari 

berbagai instantsi kepolisian, seperti di Polres Bekasi, sebanyak 91 

anggota polwan bersyukur atas kebijakan tersebut. Kabid Humas 

Polda Jawa Timur Kombes Awi Setiyono juga mendukung penuh jika 

ada polwan yang ingin mengenakan jilbab, karena berjilbab 

merupakan hak asasi manusia. Berikut naskah berita berjudul Kapolri 

Janji Terbitkan Perkap Jilbab: 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Substansi Berita Menunda Penggunaan Jilbab 

1. Berita tanggal 30 November 2013 berjudul Jilbab Polwan 

Ditunda. 

Berita menjadi headline di halaman pertama, dengan sudut 

pandang sikap tidak konsisten polri merusak sukacita polwan. 

Terdapat foto polwan berjilbab untuk mendukung berita. Narasumber 

berasal dari Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Kapolri, 

anggota Kompolnas, Ustaz, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, dan 
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Ketua Forum Ulama Umat Islam (FUUI). Isi berita mengenai 

terbitnya telegram rahasia yang berisi penundaan penggunaan jilbab 

kerena teknis warna dan mode jilbab yang belum seragam. Banyak 

pihak yang menyayangkan terbitnya telegram rahasia. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur jenderal 

Ronny F Sompie mengatakan, mayoritas penggunaan jilbab tampak 

kurang beraturan. Banyak polwan yang menggunakan jilbab dengan 

warna dan tata cara tidak sesuai polwan di Aceh. Rupa-rupa jilbab 

tersebut mengurangi konsep kekompakan polri dalam berbusana, oleh 

karena itu polri menerbitkan telegram rahasia agar menunda 

penggunaan jilbab bagi polwan. 

Kebjiakan penundaan penggunaan jilbab termuat dalam 

telegram rahasia (TR) yang ditandatangani Wakil Kepala Polri 

Komisaris Jenderal Oegroseno, bertanggal Kamis, 28 November 2013. 

TR berisi enam imbauan kepada polwan untuk menunda penggunaan 

jilbab saat berdinas hingga terbit peraturan dan perlemen menyepakati 

anggaran penyediaan jilbab. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, 

para polwan tidak menanggapi restu penggunaan jilbab dengan baik. 

Banyak polwan yang mengenakan jilbab warna-warni saat bertugas, 

karena itu Sutarman merasa perlu mengatur dan merumuskan 

penggunaan jilbab sebelum polwan diizinkan mengenakan lagi. 

Berbagai pihak mengkritik keputusan tersebut, seperti 

Angggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah 
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Abdurrahman. Hamidah menyayangkan sikap tidak konsisten polri, 

kebijakan tersebut merusak suka cita polwan. Pendapat senada 

disampaikan Ustaz Yusuf Mansur, menurutnya kepolisian sebaiknya 

tetap mengizinkan penggunaan jilbab. Wakil Ketua Komisi Fatwa 

MUI Hasanuddin dan Ketua FUUI Athian Ali, juga merasa prihatin 

atas penundaan penggunaan jilbab. Sementara itu, Ketua Umun PBNU 

Said Aqil Siroj memahami penundaan tersebut dan tidak bisa 

memaksakan apa yang menjadi aturan main instansi kepolisian. Said 

berharap kapolri segera menerbitkan peraturan penggunaan jilbab. 

Berikut gambar dan naskah berita berjudul Jilbab Polwan Ditunda: 
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2. Berita tanggal 2 Desember 2013 berjudul Kapolri Harus Revisi 

Telegram Jilbab. 

Berita terletak pada rubrik nasional di halaman dua. 

Narasumber berita berasal dari Wakil Ketua Komisi III DPR Republik 

Indonesia (RI), Anggota Komisi III DPR partai Golkar dan Gerindra, 

anggota DPR RI, dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

Isi berita mengenai tanggapan narasumber yang menginginkan 

telegram rahasia direvisi dan menunggu langkah kapolri menindak 

lanjuti keputusan penundaan penggunaan jilbab. Wakil Ketua Komisi 

III DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyatakan, pimpinan polri 

seharusnya menyadari bahwa kebijakan yang tidak memperbolehkan 

polwan menggunakan jilbab melanggar HAM dan konstitusi sehingga 

kebijakan tersebut jangan ditunda lagi. Yusuf meminta polwan tetap 

menggunakan jilbab sambil menunggu adanya peraturan kapolri 

(perkap) tentang jilbab polwan. 

Rapat dengar pendapat antara polri dan Komisi III DPR untuk 

membahas jilbab polwan sedianya dilaksanakan 9 Desember 2013, 

namun tertunda karena kapolri memiliki agenda yang harus dilakukan. 

Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra berpendapat pertemuan 

tersebut penting untuk membahas sejumlah masalah aktual. Pendapat 

senada disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, 

pemanggilan tersebut sangat penting bertujuan mendapat kejelasan 

maksud dan tujuan Polri. Sudding juga akan mengklarifikasi siapa di 
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balik penundaan jilbab polwan. Berikut naskah berita berjudul Kapolri 

Harus Revisi Telegram Rahasia: 

 


